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RINGKASAN 

KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN 

KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN 

SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM 

Oleh: 

Fina Maulidya, S.H 1, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M 2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat,  128 Halaman 

 

Di era digitalisasi administrasi badan hukum, kewajiban pelaporan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat (PKR) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 

merupakan bagian penting dari tata kelola perseroan yang baik. Permasalahan 

hukum muncul ketika akses SABH mengalami pemblokiran akibat sengketa 

internal perseroan, sementara kewajiban penginputan hasil Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) Tahunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap berlaku. 

Kondisi ini menciptakan konflik norma antara Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri 

Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaporan dalam jangka waktu 

tertentu, dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 21 Tahun 2025 yang mensyaratkan pemblokiran baru dapat dibuka 

setelah sengketa selesai dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap, sehingga menempatkan perseroan dalam kondisi administrative 

deadlock. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum 

melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, serta untuk menganalisis kepastian 

hukum jangka waktu pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dalam 

hal terjadi pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum menurut hukum 

positif Indonesia. 

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dari 

penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

dapat dikuasai serta dikelola menurut hukum kepustakaan. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah Doctrinal Research yang memberi penjelasan secara sistematis 

aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 
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melalui pendekatan kasus (case approach). Sifat dari penelitian ini adalah 

preskriptif analitis. 

Hasil penelitian ini adalah : 

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem 

Administrasi Badan Hukum (SABH) melampaui jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik. Keabsahan akta 

PKR tidak ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kewajiban administratif 

pelaporan, melainkan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil 

pembuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Namun demikian, keterlambatan pelaporan mengakibatkan akta PKR 

tersebut kehilangan fungsi administratifnya dalam sistem SABH, sehingga 

tidak dapat dijadikan dasar pencatatan resmi dalam basis data administrasi 

badan hukum negara. 

2. Kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta PKR dalam hal terjadi 

pemblokiran akses SABH belum terjamin secara memadai dalam kerangka 

regulasi yang berlaku. Terdapat konflik norma yang nyata antara kewajiban 

pelaporan dalam jangka waktu 30 hari dengan ketentuan pembukaan 

pemblokiran yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui putusan 

pengadilan. Kedua norma tersebut sama-sama bersifat memaksa (dwingend 

recht) namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi 

pemblokiran, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang bersifat 

struktural dan menempatkan perseroan dalam kondisi administrative 

deadlock. Ketiadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara 

(temporary unblocking) untuk keperluan pemenuhan kewajiban pelaporan 

berkala yang bersifat imperatif menjadikan perseroan tidak mampu 

memenuhi kewajiban hukumnya bukan karena kehendak atau kelalaiannya 

sendiri, melainkan karena hambatan sistemik yang secara struktural tidak 

dapat diatasi berdasarkan regulasi yang berlaku. 
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Kata Kunci : Kepastian Hukum, Akta PKR, Pemblokiran SABH 

Penelitian ini bertujuan mengkaji kepastian hukum jangka waktu Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat (PKR) dalam hal terjadi pemblokiran Sistem Administrasi Badan 

Hukum (SABH). Permasalahan muncul ketika kewajiban penginputan hasil RUPS 

Tahunan ke SABH dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berbenturan dengan 

kondisi pemblokiran akses sistem akibat sengketa internal perseroan, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun perseroan yang 

berkepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan 

meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan 

Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 21 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, 

dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, 

Akta PKR yang dilaporkan pada SABH melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik karena keabsahannya ditentukan 

oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, bukan oleh ketepatan waktu pelaporan administratif. 

Namun demikian, keterlambatan tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi 

administratif akta dalam sistem SABH. Kedua, Kepastian hukum jangka waktu 

pendaftaran Akta PKR dalam kondisi pemblokiran akses SABH belum terjamin 

secara memadai. Terdapat konflik norma antara kewajiban pelaporan dalam jangka 

waktu 30 hari dengan syarat pembukaan pemblokiran yang mensyaratkan 

penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Ketiadaan mekanisme pembukaan 

pemblokiran sementara (temporary unblocking) menyebabkan terjadinya 

kekosongan norma yang bersifat struktural dan menempatkan perseroan dalam 

kondisi administrative deadlock. 
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LEGAL CERTAINTY OF THE TERM OF THE DEED OF THE STATEMENT 

OF THE MEETING DECISION (PKR) IN THE EVENT OF A BLOCKING 
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By : 

Fina Maulidya, S.H  5, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M 6 

Master of Notarial Law, Universitas Lambung Mangkurat, 128 Pages 

 

Keywords : Legal Certainty, Deed of Resolution of Meeting (PKR), Blocking of 

SABH 

This research aims to examine the legal certainty of the time period for the Deed of 

Resolution of Meeting (Akta Pernyataan Keputusan Rapat/PKR) in the event of a 

blocking of access to the Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi 

Badan Hukum/SABH). The problem arises when the obligation to submit Annual 

General Meeting (AGM) results to SABH within 30 (thirty) days conflicts with the 

condition of blocked system access due to internal corporate disputes, thereby 

creating legal uncertainty for both notaries and corporations concerned. This 

research employs a normative legal research method with a prescriptive analytical 

approach, utilizing a statutory approach (statute approach) combined with a case 

approach (case approach). The legal materials used include primary legal 

materials in the form of legislation, particularly Law Number 40 of 2007 on Limited 

Liability Companies, Ministerial Regulation Number 49 of 2025, and Ministerial 

Regulation Number 21 of 2025, as well as secondary legal materials consisting of 

relevant legal literature, journals, and legal doctrine. The findings of this research 

indicate: First, a PKR Deed reported to SABH beyond the 30 (thirty) day period 

remains legally valid as an authentic deed, since its validity is determined by 

fulfillment of formal and material requirements as stipulated in the Notary Law, not 

by administrative reporting timeliness. Nevertheless, such delay causes the deed to 

lose its administrative function within the SABH system. Second, the legal certainty 

of the registration period for the PKR Deed under SABH access blocking conditions 

is not yet adequately guaranteed. There exists a normative conflict between the 

obligation to report within 30 days and the requirement to resolve disputes before 

the blocking can be lifted. The absence of a temporary unblocking mechanism 

results in a structural normative vacuum, placing the corporation in a state of 

administrative deadlock. 
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